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WILDAN FAUZAN: Penegakan Hukum Pidana dalam Pemilihan Umum 

Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis) 

Hukum Pidana Pemilihan Umum sejatinya diatur dalam Pasal 448 sampai 

dengan Pasal 554 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Kemudian dalam pelaksanaannya terutama di Bawaslu Kabupaten Ciamis, dari 20 

temuan dan laporan dugaan pelanggaran pidana yang teregistrasi hanya 1 yang 

mencapai inkracht. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana 
dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di lingkungan Bawaslu Kabupaten 

Ciamis berdasarkan Undang Undang Pemilu, kendala-kendala apa saja yang 

dihadapi dalam penegakan hukum tindak   pidana pemilu, serta upaya apa saja 

yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis dalam mengatasi kendala pada 

penegakan hukum tindak pidana pemilu serentak di Bawaslu Kabupaten Ciamis. 

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala aturan, larangan serta 

sanksi mengenai pemilihan umum sejatinya tertuang dalam UU Pemilu, akan 

tetapi pada realitasnya di masyarakat masih banyak pelanggaran yang dilakukan. 

Dari aturan yang ada, kemudian dari banyaknya laporan dan temuan yang 

teregistrasi, tidak banyak pelanggaran tindak pidana pemilu masuk ke ranah 

persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori negara hukum (rechtstaat), teori penegakan hukum dan 

teori pemidanaan atau tujuan pidana. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif 

analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengambilan data dilakukan melalui 

wawancara/interview dengan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu 

Kabupaten Ciamis, yakni Ibu Fanny Dwiriantini S.H.. Adapun Teknik analisis 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan 

hukum dalam pidana pemilu serentak tahun 2019 di lingkungan Bawaslu 

Kabupaten Ciamis berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilu dilaksanakan dengan satu atap melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu, 

kendala yang dihadapi yakni dari struktur hukum dan budaya hukum, kemudian 

upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis adalah memberikan 

edukasi tentang kepemiluan melalui program Sekolah Kader Pengawas 

Partisipatif (SKPP) serta memberikan sosialisasi guna menanamkan kesadaran 

hukum di masyarakat. 

 
Kata Kunci: Pemilu Serentak, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilihan 

Umum 


